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TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA WONOREJO
FAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GUNTUR

Memmbang a. bahwa berdusarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolpan Keusngan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali termkhir dengan Peraturan Bupatt Demak Nomor
53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupatt Demak
Nomor §1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Bupati mendelegasikan evaluast Rancangun Peraturan Desa tentang
APB Desa kepada Camat,

b bahwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Rancangan Peraturan Dess tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Wonorgjo Tabun Anggaran 2025

Mengmgat - 1. Undang-lindang Nomor 6 Tahun 2014 wentang Desa (Lembar Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomaor 35495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-1/ndang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-{/ndang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77),

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 remang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan |embaran Negara RKepubhk Indonesia Nomor 3587)
schagamana telah diuhah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 wentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganu |indang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 fentang Cipta Kenja
memadi | 'ndang-| 'ndang (| embaran Negam Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan [embaran Negara Republik esia

Nomor 6836); * 1 }



3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan

10,

dan Belanjs Negam Tahun Anggaran 2025 (1.embaran Negara Republik
Indonesin Tabun 2024 Nomor 226,

- Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Permturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
§539) sebaguimana telah diubah beberspa kali terakhir dengan
Peraturun Pemerintah Nomor |1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Aws Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran  Negarn Republik Indonesis Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan  Pemerintah Repubhik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Duna Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negars (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagmmana telah diubab beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemenmah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5864,
Peraturan Pemenntah Republik Indonesta Nomor 11 Tahun 2021
lentang  Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negarm
Republik Indonesia Nomor 6621

Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Persturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ),

Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 2094 ),

- Peraturan  Mentert  Desa,  Pembangunan  Daerah tertinggal, Dan

Transmigms: Republik Indonesia Nomor | Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskuls Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158),

Peraturan  Menteri Desa.  Pembangunan  Daerah  terunggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendinan, Pengurusan dan Pengelolaan.dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
296),

Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Herita Negara Republik_ Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 1037)
Peraturan  Menten Dess.  Pembangunan  Daerah terunggal, Dan
Transmigrass Repubhik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengembangan Dan  Penerspan  Teknolog) Tepat Guna Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berits Negara Republik
Indonesiy Tahun 2017 Nomor 1810);

Peraturan Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2017 temang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan
(Beria Negara Republik Indonesie Tahun 2017 Nomor 1444 ).
Peraturan Menter: Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 wnung Pengeloloan Keuvangan Desa (Berit Negara Republik
Indonesis Tahun 2018 Nomor 611,

Peraturan  Menteri Desa.  Pembangunan Daerah tertinggal, Dan
Transmugras: Republik [ndonesia Nomor 21 Tahun 2020 lentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Bentu Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peratumn  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah tertinggal, Dan
Transmigras: Repubbk Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaflaran.  Pendataan  dan  Pemenngkatan, Pembinzan  dan
Pengembungan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252

Peraturan Menter1 Desa,  Pembangunan  Daerah tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesis Nomor 15 Tahun 2021 teniang Tata
Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarnkat Fks
Program Nasional Pemberdavaan Masvarakat Mandin  Perdesaan
Menjach Badan Usaba Milik Dess Bersama (Berita Negam Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224)

Peraturan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan Atss  Perasturan Mentenn Keuangan Nomor
201/PMK.072022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12955,

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan
Transmigras: Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Priontas Penggunasan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868),

Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan
(Lembaran  Dwerah Kabupaten Demak Tabun 2010 Nomor 035,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2015 Nomor 9. Tumbahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor
93,

Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun ZOQ tentang
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30,
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Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Nomor § Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Dserah Kabupaten Demak Tuhun
2017 Nomor 2)

. Peraturan Docrah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomaor &),

. Peraturan Ducrah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisas) dan Tata Kerju Pemerintah Desa (Lembaran Daemh
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 7).

. Peraturan Dacrah Kabupaten Demak Nomor § Tahun 2023 lentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembarun Dacruh Kabupaten Demak Tahun
2023 Nomor $),

. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemberian Bag: Hasil Pajak Dacrah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa D1 Kabupaten Demak (Benta Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2015 Nomor 43),

Peraturan  Buputr Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Persturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015
tentang Kedudukan Kewangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupuaten Demak Tahun 2016 Nomor 20),

Peraturan  Bupati  Demak  Nomor 40  Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);

Peraturan Bupan Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dess sebagmmana telah diubsh beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Aws Perawran Bupat Demak Nomor S1
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

Peraturan  Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Dafiar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa d Kabupaten Demak (Bent Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2019 Nomor 36),

Peraturan Hupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksansan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomaor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisass dan Tata Kerja Pemenntah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomaor 70);

- Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga

Satuan  BarangJasa Kebuuhan Pemennah Kabupaten Demak
sebagaimana 1elah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Demak Nomor 17 Tabun 2024 wenung Perubahan Ketigs Atas
Peraturan Bupan Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Barang Jasu Kebutuban Pemenntah Kabupaten {Benta
Dacrah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 17); * ‘5( }N




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

33 Persturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatun dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 (Berita Daersh Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);

34, Peratuman Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Benta Daenh
Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 43),

35. Peroturan Bupatt Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Dhdanar Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 (Benta Dacrah Kabupaten Demak Tahun 2024
Nomor 26).

36. Peraturun Bupan Demak Nomor 40 Tahun 2024 tentang Peétunjuk

|

ha

Pelaksanaan Pertturgn Daersh Nomor S Tahun 2023 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Benta Dacruh Kabupsten Demak Tahun 2024
Nomor 40}

Surat Kepala Dinas pemberdaysan Masyarakat Dan Desa Pengendalian
Penduduk Dan Keluargn Herencana Kabupaten Demak Nomor
148222002 tanggal 10 Desember 2024 Hal Pewunjuk Evaluasi
Rancangan APB Desa Tabun Anggaran 2025,

Surat Permobonan Evaluasi Rancangan Perawran Desa (Raperdes)
tenfang APH Desa Wonorggo Tahun Anggaran 2025 Nomor
140/531/2024 tanggal 4 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Hasil Evaluss: atas sistem Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2028

Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kasbupaten Demak adatah sebagai

1. Sistem Penyusunan Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025

Desa Wonorejo Kecamatan Guntur sudah sesuai dengan ketentuan vang

berlaku,

Scmua kegiatan yang tertuang dalam Raperdes tentang APB Desa

Tahun Anggaran 2025 harus sudah tercantum dalam RKP Desa,

3. Semua Pelaksanaan Keguatan  dintamakan  dilaksanakan  melalui
swahelols  dengan  mendayagunakan  sumber dava  lokal Desa,
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakal dutamakan menggunakan pols Padat Karya Tunai Desa
(PKTD) wmuk memperfuas kesempatan  kerja dan  pemberdavain

4 Rincian penggunaan dana pada semua pos kegatan supava berpedoman
pads Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 wentung Standir
Harga Sstuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintnh Kabupaten Demak
sebagaimana lelah divbah beberapa kali terakhir dengan Peratursn
Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atss

iy
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Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Barang'Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita
Dacrah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 17);

- Besaran pemberian tali asih dan vang duka pada Pasal 15 Ayat (1), (2)

dan (3) Peratwan Bupati Demak Nomor |9 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7

Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa (Berita Dacrah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomaor 20) sehagai

berikut

(1) Besaran 1ali asih borupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa lmnnya vang habis masa jabatannya, paling
tinggs senilai harga sews bekas tanah bengkok jabatan | (satu) bahu
dalam | (satu) thun,

(2) Dalam hal nilai harga sews sebagaimana dimaksud pada avat (1)
lebth dari Rp 10,000 000 - (sepulub juta rupish), maka tali asih
vang ditenimakan Rp 10,000 000,- (sepulub juta rupsah);

(3) Terhadap Kepala Dess. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnyva yang tansh bengkoknya tidak memiliki nilai jual, maka tali
asth disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa

. Priontas Penggunaun Dang Desa pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Dacrah tertinggal, Dan Transmugrass Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Priontas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) sebagai

berkut,

(1) Penggunaan Dana  Desa  dipnontaskan  untuk  mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan  dan
pemberdayaan masyarakal sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desasesuai
dengan ketentuan dalam Persturan Mentert im

(3) Prioritas  penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk perceputan pencapaian tujuan SDGs Desa.

BAB IV Peluksanaan Prioritas Peaggunaan Dana Desa huruf A

Swakelola (3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunann

Dana Desa dapat melakukan pengadasn barang dan jasa sesuai

ketentuan permturan perundang-undangan tentang pengadaan

barang dan jass di Desa: (4) Kegiatan pengembangan kapasitas
warga Desa yang didanai Dans Desa diotamakan dilaksanakan
secary swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa

dan  dilarang dikerjakan oleh penyedia  barang/jasa; (5)

Peluksansan  kegiatan  pengembangan  kapasitas warga Desa

bertempat di Desa setempat.

Pada pusal 3 Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah terungeal,

Dan Transmigrasi Repubhik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang

i



KEDUA

Rincian Priorims Penggunaan Dsna Desa (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2023 Nomaor 868) Priontas pengeunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan
manfaal sebesar-besarnys bagl masyarakat Desa dalam rangka:

a. Pemnghatan kesejahteraan masyarakat Desa:

b Pemngkatan kualitas hidup manusia, serta

¢ Penanggulangan Kemiskinan

Hasil Evaluasi atas Substans: APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa
Wonorejo Kecamatan Guntur adalah sebagai benkut;

L
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Konsideran mengingat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa tentang APB Desa Tuhun Anggaran 2025 supaya mendasarkan
kepada Keputusan Camar tentang |LHE Raperdes tentang APB Desa
Wonorejo Tahun Anggaran 2025,

. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025

dilengkap dengan RAB kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur:

- Nilar pominal anggaran kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur

disesuaikan dengan data vang tercantum di RKP Desa;

- Anggaran Pendapatan Ashi Dess dan Lelang Bondo Desa senilai Rp.

159.450.000 -

Anggaran Pendapatan  Asli Desa dan  BUMDesa senifai Rp
35.000.06K) -

- Anggaran Pendapatan transfer vang bersumber dari Dana Desa senilar

Rp. 1.157 764 000, -,

- Anggaran Pendapatan transter vang bersumber dan Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi senlai Rp. 89 336 759 -

- Anggaran Pendspatan transfer vang bersumber dan Alokas: Dana Desa

senilai Rp 402 213 000,-,
Anggaran Pendapatan transfer Bamuan Keuangan Provinsi senilai Rp,
400.000 004 -

Pendapatan transfer Bantuan Keuangan Kabupaten senilai
Rp. 1.535317.500 -,
Anggaran Pendapatan lamn-lam (Bungs Bank) senilai Rp 1.000,000.-,
Anggaran Total Pendapatan Desa senilai Rp 3 780.081.259 -,
Anggaran Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretans Desa dan Peranghat Desa 12 bulan senilai Rp. 271.215.216 -
agar dirinci dalam RAB dan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku,
Anggaran  Penyedinan  BPIS  ketensgakerjsan bagi Kepala Desa,
Sekretans Desa. Perangkar Desa dan BPD 12 bulan senilai Rp
3,456 000 - wgar dirinci dalam RAB,
Anggaran Penvediaan BPJS Keschatsn bagi Kepala Desa, Sekretaris
Desa dan Perangkat Desa 12 bulan senila Rp 3644 784 - agar dirngi
dalam RAH,
Anggaran konsums: hartan kaotor senilm Rp. 3,897 000,-;
Anggaran Penyedinan Operasional Kadus Wotan Kulon senilai Rp
5.000.000. - agar dinnci dalam RAB:
Anggaran Penyedigan Operasional Kadus Wotan Wetan scnilai Rp
5,000,000, - agar dinne dalam RAB,
Anggaran Penyediann Operasional Kadus Nglatak Ngemplik senilai Rp.

t)



5.000 000,- agar dirinei dalam RAE,

20 Anggaran Penyediaan koordinasi pemerintah Desa  senilas Rp
20.000.0¢K) - agar dirinci dalam RAS.

21 Anggaran Penyecdiaan dukungan kegiatan scremonial Desa/pengajian
dan takbir mursal senilai Rp 35 000 (00,- agar dirinci dalam RAB;

22 Anggaran Penyediaan ATK Desa senila Rp, 8.000.000.- agar dinngi
dalam RAB dan bersumber dar selain DD

23. Anggaran Penyvedinan Klinik Desa senilai Rp. 14.500.000,- agar dinnci
dalam RAR.

24. Anggaran Penyediaan Kliik APB Dess senilai Rp. 5.000.000,- agar
dirinc dalam RAB,

25. Anggaran Penyediaan insenuf RT'RW 12 bulan senilai Rp. 6.300.000.-
agar dirinct dalam RARB;

26. Anggaran tuniangan Han Rayva Kepala' Desa, Perangkat Desa dan
Lembagu Desa senilai Rp. 8 600,000 - agar dirinci dalam RAB.

27 Anggaran hegiatan Musdes senilai Rp. 6.400,000,- agar dinner dalam
RAR,

28 Anggaran belamja operasional lelung bondo Desa senilai Rp
11.205.000.- agar dirmei dalam RAR;

29. Anggaran belanja sergam lembaga Desa senilar Rp. 16.000.000,- agar
dirinei dalam RAB;

30. Anggaran bayar PBB wnah Bondo Desa senilai Rp. 4.500.000.- agar
dinnc: dalam RAB,

31. Anggaran belanga operasional perkanioran (langganan listrik, internet.
mir) semlui Rp 4 800.000 - agar dinne dalam RAB;

32. Anggaran belanja perawatan kantor Desi senilai Rp, 9.636 759.- agar
dinnci dalam RAB,

33. Anggaran honor administrasi operator Desa | orang X 12 bulan x Rp.
1000000 - senylar Rp. 12.000.000,-.

34. Anggaran honor administrasiopesator Dess | orang x 12 bulan x Rp.
1.200.000 - senilai Rp. 14.400 000,

35. Anggaran honor operator Siskeudes 1 orang x 12 bulan x Rp. 500,000 -
senilal Rp 6 000 000 -,

36. Anggaran honor operator Waskita | orang x 12 bulan x Rp. 300.000 -
senilai Rp. 3 600 000,

37 Anggaran honor penjaga kantor/kebersihan | orang x 12 bulan x Rp.
1 .000.000 - senilm Rp. 12.000.000,-;

38, Anggaran honor bendahara barang | orang x 12 bulan x Rp. 300.000 -
sentlal Rp 3 800 000 -,

39. Anggaran honor Pelaksans Kegiatan Anggaran (PKA) 12 bulan senila
Rp. 4 800 000 - agar dirinci dalum RAB.

40. Anggaran honor PKPKD 12 bulan senilai Rp 8.400.000,- agar dirinci
dalam RAH,

41. Anggarun honor PPKD 12 bulan senilai Rp. 8 100,000~ agar dirinci
dalam RAB,

42. Anggaran honor bendahara Desa 12 bulan senilai Rp. 5.700.000,- agar
dinnet dalam RAR,

43 Anggaran honor pembantu Kasi Pelayanan 12 bulan senilai Rp.
3.600.000.- agar dirinci dalam RAB,

44. Anggaran Penyediaan Tumangan BPD 12 bulan senilai Rp.
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41.400.000 - agar dinnc: dalam RAB.

Anggaran  Penyediaan Operasional BPD 12 bulan senilai Rp.
15945000, - ngar dinnci dalam RAB.

Anggaran kegiatan update IDM/Omspan/'SDGs senilai Rp. 6.572.000.-
agar dirinc) dalam RAB,

Anggaran persupan dokumen senilai Rp 5000000~ agar dirinci
dalam RAB dan ditulis nama dokumennya,

Anggaran Penyediaan Operasional PBB-P2 senilai Rp. 15.317.500.-
agar dinnc dalam RAB;

Anggaran belanja Posbindu senila Rp. 9 600.000 - agar dirinci dalam
RAB,

Anggaran belanja Desa Siaga Sehat sentlar Rp. 10.100.000 - agar dirinci
dalam RAB.

Anggaran belanja Posyandu senilat Rp 129292000 agar dirinci
dalam RAH.

Anggaran belama Sarpras Posyandu senilai Rp. 35.000.000.- sgar
dirmci dalam RAR;

Anggaran Penyediaan mseonf guru PAUD/TK/Madin 12 bulan senilai
Rp. 49.200.000.- agar dinnct dalam RAB,

Anggaran Penvediaan Operasional PAUD TK/Madin 12 bulan senilai
Rp. 6 500 000 - agar dinne: dalam RARB:

Anggaran Penyediaan Operusional perpustaknan Desa senilai Rp.
7.200.000, - agar dirinci dolam RAB,

- Anggaran rchabilitasi gedung TK Siwi Peni 2 senitai Rp. 200.000.000,-

agar dinnct dalam RAB;

Anggaran pembangunan betonsas: blok serut senilai Rp. 100.000.000,-
agar dinnct dulam RAB,

Anggaran pembangunan  betomsasi RT 6 RW 3 senilai Rp.
100.000.000, - agar dirinci dalam RAB.

Anggaran peringkatan jalan RW 001 senila Rp 150.000.000- agar
dininci dalam RAB,

Anggaran pembangunan betonisasi RT 002 RW 001 senilai Rp.
200.000.000, - agar dininci dalam RAB.

- Anggaran pembangunan betonisasi RT 004 RW 001 senilai Rp.

200,000 000, - agar dirinci dalam RARB;

- Anggaran perungkatan JUT blok bungkel senilai Rp. 200 000.000 - agar

dirinct dalam RAR:

- Anggaran pembangunan talud jalan utama Desa Wonorejo senilai Rp.

85.000.000,- agar dirincs dalam RAHB,

- Anggaran pembangunan ingas: dk Ngemplik senilai Rp. 40 000,000,

agar dirinc dalam RAB,

. Anggaran pembangunan talud RT 1| RW | semlai Rp. 50,000,000 - agar

dinnci dalam RARB,

Anggaran pembangunan talud RT 1 RW 3 senilar Rp. 25.000 000.- agar
dirinct dalam RARB,

Anggaran pembangunan talud jalan RW 03 senilai Rp 150,000 000,
agar dirinc) dalam RAR;

Anggaran pembangunan talud drunase RT 008 RW 001 senilai Rp.
200.000.000 - agar dirmer dulam RAB,

Anggaran pembangunan talud jalan RT 08 RW 03 senilai Rp

H‘c 4
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200.000 000 - agar dirinci dalam RAR,
Anggaran pembangunan jembatan RT 4 RW 2 senilai Rp. 100.000.000 -
agar dirinc| dalam RAB,

Anggaran pembangunan Gedung BUM Desa senilai Rp. 200,000,000
agar dirinc: dalam RAB;

- Anggaran pembangunan Gedung Serba Guna senilai Rp. 150.000.000.-

agar dirinc: dalam RAB;

Anggaran pengadaan mesin jahit Kube Mekar 4 unit senilai Rp.
40.000 000 - agar dirnines dalam RAB;

Anggarun pembangunan Mushola Al Tklas RT 10 RW 002 senilai Rp.
30,000.000 - agar dirinci dalam RAB;

Anggaran buntuan RTLH | unit semilm Rp. 10.000.000~ agar dirinci
dalam RAR,

Anggaran  bantuan siswa  miskinberprestast 3 omng  senilai Rp.
10.800.000 - agar dirinci dulam RARB;

Anggaran Opcrasional LPMD senilai Rp. 13000000~ sgar dirinci
dalam RAB,

- Anggaran Operasional PKK senilar Rp 25 000.000.- agar dirinci dalam

RAB,

Anggaran  koordinasi  pembinsan  keamanan, ketertiban  dan
perlindungan masyarakat skala lokal Desa senilai Rp. 3.000.000,-;
Anggaran partisipast HUT R tingkat Kecamatan semlai Rp.2 800,000 -;
Anggaran penngatan HUT RJ tingkat Desa senilai Rp 17 000.000 -
agar dirniner dalam RAB;

Anggaran sedekuah bumi senilas Rp. 20.000.000,- agar dirinci dalam
RAB

Anggaran pelanhan kelompok tan milenial senilai Rp. 10.000.000 -
agar dinnct dalam RAB;

Anggaran pengadaan tanah makam senifal Rp 12.000.000 - agar dirinci
dalam RAB.

- Anggaran Bimick LINMAS semlns Rp. 8.000.000 - agar dinnci dalam

RAR,

Anggaran Bimiek perlindungan anak untuk gure Madin senilai Rp,
10.000 000, - agar dinnei dalam RAB,

Anggaran peningkatan kapasitas BPD 7 orang x Rp. 1.500.000.- senilai
Rp. 10,500,000 -

Anggaran  peningkatan  Kspasitas  perangkat Desa  senilai  Rp
15.000.000 - agar dirinci dalam RAB.

- Anggaran penanggulangan bencana senilar Rp. 60.000.000.- agar dirinci

dalam RAB.

Anggaran Penanganan Keadaan Darurat Desa senilai Rp. 10.000.000 -
agar dinnci dalam RAB,

Anggaran Penanganan  Keadaan Mendesak (BLT DD)  senilai
Rp. 18.000 000~ agar dirinc dalam RAB;

Anggaman  penyertaan  modal  BUMDesa  “Redjo” semilai  Rp.
[70.000.000 - agar dilengkapt dengan laporan neraca rugl laba;

Agar menganggarkan Penvelenggaraan Informas) Publik Desa ( Poster,
Baltho, dll ) sesuai kemampuan kevangan Desa.

Agar menganggarkan parusipas: lomba Desa senilai Rp. 2.500.000,-

seyuni kemampuan keuangan Desa,
d41y
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Agar menganggarkan pamisipas: gala Desa senilai Rp 2.500.000,-
sesual kemampuan kevangan Desa,

Agar menganggarkan  kegiatan peningkatan  Kapasitas  perempuan
tingkat Kecamatan 2 orang x Rp. S00.000 - senilas Rp. 1.000.000,-,
Agar menganguarkan kegiatan musyawarsh tingkat Desa (musdes)
dalam rangka penctapan RPIM Desa sesum kemampuan kcuangan
Desa,

Agar menganggarkan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa
dan non Perungkat Desa ke Kecamatan dan Kabupaten sesuni ketentuan
yang berlaku;

Agar  menganggarkan  kegatan  penanggulangan  bencana  vang
diperuntukkan diantaranya pengadaan sak untuk mengantisipasi rawan
tanah longsor pengikisan bantaran sungai sesuai kemampuan keuangan
Desa;

Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa harus seijin Camat,

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2025 dupat ditetapkan sctelah direvisi sesuai dengan LHE dan
disepakan oleh BPD,

Perwturan Desa dan Peraturun Kepala Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2075 yang sudah ditetapkan Kepala Desa paling lambat
tanggal 31 Desember 2024 dan dikirim kepada Camat sebanyak 1 (satu)
bendel maksimal tanggal 10 Januan 2025

Perencanaan. Penvusunan, Penganggarmn, Penatausahaan, Pelaksanaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kouangun Desa (APB Desa) harus
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku,

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Wonorejo ini disetujur untuk
ditetapkan menyndi Peraturan Desa dengan menvesuaikan hasil evaluasi
Camar

Keputusan ini mulas berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untetapkan di Guntur
pagdianegal 12 Desember 2024




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO

KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
J1. Raya Wonorejo RT 13 RW 01 Kode Pos. 59565

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
KECAMATAN GUNTUR

NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG

KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati
Demak Nomor Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022
Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Demak Nomor S1 Tahun 2018 Tentang Pesoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53) perlu
menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024,

Mengingat ¢t 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kena Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tehun 2014 tentang Dana
Desa vang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
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11.
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Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonrsia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1),

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2023);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Mentern
Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2023
Nomor 868},

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan
Usaha milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2017 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020
tentang Badan Permusvawaratan Desa (BPD) (lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
(lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023
tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5):

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisas: Tata Kerja Pemerintah Desa
{lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
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Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 Tentang
Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak asal usul dan
Kewenangan Lokal Berskala desa (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaran Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);
Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2023 Nomor 43);

Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 Tentang
Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana
Desa D1 kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Desa tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun
2023 Nomor 32 );

Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonorejo Tahun 2025;
Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak  Nomor
140/48 Tahun 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal
12 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo menyepakati rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( R-APBDesa ) Desa
Wonorejo Kecamtan Guntur Kabupaten Demak menjadi
Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBdesa ) Tahun Anggaran
2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) berimbang
pada RP. 6.159.200.474 ( Enam milyar seratus lima puluh
sembilan juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh empat
rupiah ) dengan uraian sebagai berikut

1

. Pendapatan Desa Rp. 3.824 074.259

2. Belanja Desa Rp.  3.666.752.964

Surplus Rp. 157.321.295

1. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 12.678.702

b. PengeluaranPembiayaan Rp. 170.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)  Rp. (157.321.295)




KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di - Wonorejo
Pada tanggal . 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
Ketua, —

—_—




Lampiran [II Keputusan BPD Wonorejo

Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal - 30 Desember 2024
DAFTAR HADIR RAPAT

Desa : Wonorejo

Kecamatan . Guntur

Kabupaten : Demak

Tanggal : 30 Desember 2024

Tempat . Balai Desa Wonorejo

Acara : Rapat pembahasan Peraturan Desa Wonorejo tentang

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.

18

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo
Tahun Anggaran 2024.

. Kasan Asngari,S.Pd

Pujiono Hadi Broto

. Sri Wulan,S.Pd.M.P

. Miva Nurhavau,SPd.M.Psi

Sukinah S Pd. SD

. Ahmad Ircham
. Muhammad Solikul Hadi
. Jupri Handini, A.Md

. Benny Widivantoro

Harianto

Tamami

Sukarno

Samsul Arifin
Moh. Istajib A, SH
Sutrisno

A'an Saifudin
Nurul Huda

Mustofa Kamal

Ketua BPD
Wakil Ketua BPD
Sekretarns BPD
Anggota BPD
Anggota BPD
Anggota BPD
Anggota BPD
Kepala Desa
Sekdes

Kaur keuangan

Kasi pelayanan

Kadus Wotan Wetan
Kaur T U dan Umum
Kasi Pemerintahan
Kaur Perencanaan
Kasi Kesra

Kadus Wotan Kulon

Kadus latak Ngemplik




19, Asih Kumiati Ketua PKK

20. Hart: Kader Perempuan
21, Ramadi Ketua LPMD
22. Asih Kurniati Ketua PKK
23. Subagio Ketua RW 01
24, Muh Samsul Jaelani Ketua RW 02
25. Suroto Ketua RW 03
Keterangan :
Jumiah peserta rapat 2T Orang
Hadir ﬁ Orang
Tidak hadir 4. Orang
Quorum T . Orang

_ ‘Badan Permusyawaratan Desa
- hketua —

KASAN ASNGARI



Lampiran [l Keputusan BPD Wonorejo

Nomor - 7 Tahun 2024
Tanggal . 30 Desember 2024
BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
KECAMTAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Pada Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat bertempat di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Guntur kami masing -
masing yang bertanda tangan dibawah ini :

|. Kasan Asngar, S.Pd Jabatan Kerua BPD

2. Pujiono Hadi Broto Jabatan Wakil Ketua BFD
3. Sri Wulan, S.Pd.M.Pd Jabatan Sekretaris BPD
4. Miva Nurhayati, S.Pd.M . Ps: Jabatan Anggota BPFD

5. Sukinah, S.Pd. SD Jabatan Anggota BPD

6. Achmad Ircham Jabatan Anggota BPD

7. Muhammad Solikul Had Jabatan Anggota BFD

Telah melaksanakan rapat BPD vang membahasd4Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran
2024 dengan catatan sebagai berikur
1. Jumlah anggota BPD vang hadir orang ( daftar hadir terlampir )
2. Jumlah anggota BPD vang tidak hadir  orang
3. Turut hadir pemerintah Desa Wonorejo, Ketua LPMD dan Tokoh
masyarakat Desa Wonorejo sebagaimana terlampir

Atas dasar daftar hadir tersebut pada angka 1 diatas dan berdasarkan tata tertib
Rapat BPD Desa Wonorejo Kecamatan Guntur kabupaten Demak dinvatakan sah
karena dihadin sekurang - kurangnya % [ setengan | dari jumlah Anggota BPD
Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Dalam Rapat BPD tersebut diadakan Perubahan atau Penyempurnaan mengenai:

Dan Diperoleh Kata Sepakat Sebagai Berikut -

Bahwa kesimpulan hasil Rapat BPD adalah

Untuk kelancaran jalanya Pemerintahan dan Pembangunan Desa perlu disusun
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo
Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut -



Yang rincian sebagamana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Wonorejo
Kecamatan Guntur kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestnyva.

1. Kasan Asngari, S.Pd Ketua BPD

2. Pupiono Hadi Broto Wakil Ketua BPD
3. Sri Wulan, S.Pd,M.Pd Sekretans BFD
4. Miva Nurhayati, S.Pd.M.Psi Anggota BPD

5. Sukinah, S.Pd.SD Anggota BPD

6. Ahmad Ircham Anggota BPD

7. Muhammad Solikul Hadi Anggota BPD



Lampiran | Keputusan BPD Wonorejo
Nomor . 7 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

Catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi
Peraturan Desa,

.................................................

.........................................

------------------------------------------------

KASAN ASNGARI



Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR

KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA WONOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

N

KEPALA DESA WONOREJO

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 vang disusun sesuai dengan
kebutuhan penvelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiens,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyvarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495] sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang perubahan kedua atas Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembar Negara
Republik indonesia Tahun 2024 Nomor 77);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah bDeberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Angggaran  Pendapatan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 | Lembaran Negara Republik
Indoneswwia Tahun 2024 Nomor 226);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 entang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor <!, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang Bersumber dar Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomaor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonrsia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037|;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menter: Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor
4 Tahun 2015 tentang Pendinan, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor
7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2024 (Berita Negara Repiblik Indonesia
Tahun 2023);

Peraturan Menteri Keuangan Republik [ndonesia
Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menter Keuangan Nomor
201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor
868),

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Usaha milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2017 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2020 rentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
(lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 6/,

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020 Nomor 7},

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2023 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2020 tentang Susunan Organisas: Tata Kenja
Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020 Nomor 7).

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019
Tentang Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak
asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017
tentang Penyelenggaran Pembangunan Kawasan
Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun
2017 Nomor 30);



Menetapkan

19.

20.

21,

22,

23.

Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kabupatenn Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 43);
Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024
Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan yvang
didanai Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2024 Nomor 26),

Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32 );

Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonorejo
Tahun 2025;

Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor
1340/48 Tahun 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran
2025 Pada Tanggal 12 Desember 2024,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO

dan
KEPALA DESA WONOREJO

MEMUTUSKAN :

RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 dengan rincian sebagai berikut:

1
2

Pendapatan Desa Rp. 3.824.074.259
Belanja Desa Rp. 3.666.752.964
Surplus Rp. 157.321.295
Pembiavaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.678.702
b, PengeluaranPembiayaan Rp. 170.000.000

Selisih Pembiavaan ( a-b) Rp. (157.321.295)




Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam
Lampiran vyang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa,
b. daftar penvertaan modal, (jika tersedia);
c. daftar dana cadangan, (jika tersedia), dan
d.daftar kegiatan vang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnva, (jika ada).

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapal melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnva
diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria.

&. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah  Desa dan tdak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendal) dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yvang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan vang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

€. berskala iokal Desa

0

Pasal 6
Dalam hal tenadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan,



b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan Kepala Desa dapat mendahulul perubahan AFPB
Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APEB Desa dan memberitahukannva
kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa i mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Wonorejo.

Ditetapkan di Desa Wonorejo
-- nggal 30 Desember 2024

Diundangkan di Wonoreio
Pada Tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA WONOREJO

A

7 —
BENNY WIDIY RO
LEMBARAN DESA WONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 7




LAMPWRAN

PERATURAN DESA WONOREIC

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL ANIA DESA
PEMERINTAH DESA WONOREJO

TAHUN ANGGARAN 2025
Jonis APBDes : APBDes Awal
s e (Rp) e e
1 2 : -
s PENDAPATAN
y: T 114450 000,00
42 Pendapatan Transtes .
43 Pendapstan Lan-ain i
IV PENDAPATI 3.824.074.269,00
s BELANJA
y e 130.840.000.00
52 Belanja Barang dan Jass SRS
= s A 2.447 000.000,00
- aigaablogeldnic o B9 478 708 00
JUMLAH BELANJA e
ot e il 157.321.295,00
b PEMBIATAAN
6.1 Penerlmasn Pembiayaan E————
i SLPA Tarn Sobekimrys T
6.2 Pangoeluaran Perrbiayaan L
o s s i " 170.000000.00 |
PEMBIAYAAN NETTC (157 321.298,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN s
e ——————— 1 |

"

WONOREJO. 30 Desember 2024

»

d

HANDINI & Md.
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LANPIRAN

PERATURAN DESA WONORELC

NOMOfR 07 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025
Jenin APBDes : APBDes Awal
s URAIAN ooy SUMBERDANA
' 2 3 [l &
4 PENDAPATAN
4 Fendapatan Ask Desz 1584.450.000,00
42 Fendapatan Transfer 1528.624.250,00
43 Pendapatan Lan ain 1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.824,074.268,00
S BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 758.274.259.00
11 Penyclenggaran Belanja Siltap, Tunangan dan Operasional 647.256.000,00
Pemeristahen Desa
e Panyedaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepal Desa 084711600 | ADD
1101 | &9 Besarya Prgawn 30847 11600
102 Panyediaan Penghasian Tetap den Tugangan Petanghul D 251 4T1.96000 | ADC
11 | 81, Seianja Pegawn: 2%1 471 180,00
1o Purvpedinan Jaminan Sosial hag Kepals Desa dan Peranghst Dess 586172400 | AGC
1100 | 81 Balana Pegawal 5.89561.724.00
1 0e Z’memmmm’l’& Honor PIGKD dan PPYD 140.171.00000 | ACO DL PAD |
1104 | 52 Betarga Barang dan Jass 140 171 00000
1108 Penyeciaan Turgangan BP0 41 40000000 | 0D
1108 | 51 Betarya Pagawa 4140000000
1108 Panyodiaan Opesasiven| BPD (rapst. AT, Makan Mnum, Pakaian Seragam 2644500000 | PAD
Listik )
1108 | 52 Belenje Barwng dan Jana 26 445 00000
11.07 Penyediaan mverttDperssensi KT HW 7980000000 | PAD
1107 | 53 Bealatya Barang dan Jasa 79 300 000,00
1108 Prnyediaan Operssonal Pemeryitat Desa yany dersuirbes dwi Uune Desa 70.000.000,00 | poo
1108 | 82 Belargs Barang den Jass 70.000.000,00
1182 Penyedigan Jamiran Ketenagakerjaan bag Anggota BFO 1.260.000,00 | ADD
1182 | o Belanja Pegawal 1 260 000 00
12 Ponyedisan Sarana Prasarana Pemenntahian Desa 17.536.759,00
12,02 Pamulharaan Gedung/Procarans Karso Dess 17 836 755.00 | mBk
1.202 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 17 535 75900
13, Pangololasn Admmnmtrasi Kepencudiskan Pencattan Sipi Statisnik dan $.064.000,00
Kearsipan
| Prmted by Siskeudes  REUIEEEEEEE Halamar 1




REKENING URAIAN “"‘(‘:‘:"" SUMBERDANA
1 2 3 B 5
1302 Penyusunan, Pendataan. dan Pemasasturan Profi Dess **) 2.084 000,00 | DOG
1302 | 52 Belanja Borang dan Joss 9 .084.000,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 52.600.000,00
Pelaporan
140 Peayainnggaraan Musynwmrah Parencarman DesaPembenasan APB0es ( 775000000 | DOS
Reguer)
140t | 52, Belenja Bararg dan Juss 7.750.000.00
1402 Penyolenggaman Musyowarsh Dess Lsnews (Musdas, Rembug dess Non R 8 650000.00 | DCS FAD
eguier}
1402 | 52 Betania Barang dan Jasa 5,650 00C 00
1400 Penyusunan Dokumen Perancanase Dess (RPIMDesa REPOosa ol 8T00.00000 | DoE, PEH
1403 | 52 Belanja Bacang dan Jasa 8.700.000,00
408 KoordnesYenasama Penyelerggarsan Pemenntaban & Pembiangunan De 27 500 000,00 | oo
a8
1400 | 52 Belangs Barang dan Joss 27,500 000,00
18, Sub Bidang Pertanahan 31,817,500 00
1506 Adminstrasi Pagak Bume daen Bengunen (PS8 19.317.500,00 | ped, PEK
1508 | 52 Belarya Barang dan Jasa 19 517 500,00
1500 Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Dess 1200000000 | PoH
1590 | 53. Betarys Modal 12.000.000 00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMEANGUNAN DESA 2.656.700.000.00
LA Sub Bidang Penddikan 73.700.000,00
RN Peryelenggarann PAUDNTITPATKA/ TR Macrasah Noo-Formal Milk Des 48.200.00000 | £OS
a {(Honor, Pakalan dif)
2101 | 82 Balanja Barang dan Josa 49 200 000,00
ivm Dukingan Peryelenggaraan PAUD (APE Sarans PAUD del) 6.500.000,00 | D0s
2102 | 52, Selarys Barang dan Jasa 5.500.000,00
2108 :mgmmmomtmm. Honor, Tamen Bac 7.200.000,00 | ooe
2108 | 82 Befanja Barang dan Jjasa 7.200000,00
10 Dukungan Pendidikan hagl Sews Miskn/Bencestas 10300.000,00 | Dos
2110 | 82 Balanja Harang dan Jasa 10.800.000.00
12 Sub Bidang Kesehatan 158.000.000 00
1202 ;mwamm(m- Tambahan, Keles Bumd Lansia, nae 133.500,000,00 | Obs
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 133.600.000,00
1204 Periyeienggaraan Desa Siaga Kesahanan 9.600.000,00 | ODS
1208 | 52 Belanja Barang dan Jesa S 500 000,00
2208 Pemeitiaizan Saans Prasarana PosyenduwPolindeaPKD 35.000.000,00 | DOS
2208 | 82 Beanja Barang dan Jeks 35 000.000.00
229 Panyelenggaraan Pesbndy 950000000 | DOE
2293 | 82 Belanjn Barang dan Jass 9.500.000.00
13 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Rusng 2,188 000.000 00
2110 Pembangunacy/Rebabiitas/Pernghuteny Pongarasan Jaan Desa ) 550000 000,00 | Pax
— 1TIOL2025 ' 42 18 Halaman 2




KODE ANGGARAN
REKENING URAAN BUMBERDANA
|Rp)
1 2 3 4 5

2310 | 83 Betanja Mocad 550.000.000,00

2312 Pembangunan/'RehabiitastParmgkaanPengarasan Jalan Usana Tani ) 400000.000,00 | oos. PEP

2392 | 53 Befanja Modal 400 000.000,00

2313 Pembanguran/RetiabilsiPermngh o Pergerasan Jembatan Mibk Desa ™ 100000.000,00 | oos
)

231 | 53 Bedanja Mocal 100.000.000,00

234 Pembang.nanvRehsbfasiPanmgkaan Prasarana Jaan Desa (Gorong. seko 12%5.000.000,00 | DOS
kan di)

2314 | 53 Belanjm Modal 125 000 000,00

2318 Pembangunen/Rehabiitasy Peningkatr Bai Uesa/Baai Famasyaanatan ™ 580 000.900.00 | FaK
“

23115 | 53 Belanga Modal 450 000,000.00

2190 Pembangunan atsu Pemetiscmun Tl 63000000000 | DOS, PEIK P8P

239¢ | 53 Balarya Modal 630 000.000,00

24 Sub Bidang Kawasan Pomukiman 10,000,000 00

2400 Dukurgion Prlaksanaan Progrm PembangunanRehab Fumah Tideh Layak 10000.000,00 | DOS
Muni GAKIN

2400 | 83, etanjo Modat 10.000.000.00

2 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN £0.300.000.00

EA L Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Urnum dan Peclindungan 11,000.000,00
Masyarakat

1103 Keordnas Pembmaan Keamanan Retertiban & Padindungass Masy Skada L 11.000.000.00 | ODE PBH
ohal Dess

3103 | 52 Selanja Barang dan Jasa 11.000.000 00

32 Sub Bidang Kebudaysan dan Keagarmanr 29,800,000,00

3203 Penyelonggarsan Festival Kesermen, AdatKebudayaan, aan foagamsan (H 19.800.000.00 | PAD PBH
UT Ri. Raya Keagamaan d¥)

31200 | 52 Bafanjs Sarang dan Jasa 15.300.000.00

12m Penyulorgparaan Sedekan Buamy Sedekun Laut’ Apitan 20000.000 00 | PAD

129 | 52 Bedanjs Baiang dan Jass 20 000.000 00

33, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahrages 500,000 20

230 Panyelenggurasn FastivalLomba Sepamucaan dun Clabrags Togist Dess 200,000,00 | #BM

31303 | 52 Balanja Barang dan Jase 500.000,00

24, Sub Budang Kelembagamn Mas ynrahat 39,000 000.00

1402 Pembinaan LKMOAPWLEMO 12.000.000.00 | ran

3402 | 52 Belania Barang dan Jasa 12 000.000 00

3403 Pemtinasn PKK 26 000.000.00 | FaD

3408 | 52 Betarija Barang dan Jess 2% 000,000 00

L] BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 80.000.000.%0

42 Sub Bidang Pertanian dan Petermakan 15.000,00000

429) Palathan Ketormpok Tani 1500000000 | vos

429 | S2 Selonja Barang den Jass 16.000.000 00

a3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 15.000.000,00

T 1 Halarman 3




WONOREJO, 30 Desember 2024

KODE
URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)

1 2 3 ¢ 5
4302 Feningkatan Kapasitas Perangat Dess 15,000.000,00 | Pan
430 | 52 Belanja Barang dan Jase 15.000.000.00
4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pertindungan Anak dan 10.000.000,00

Kelvarga
LR -} Fasiitas! Upaya Perindurgan Perempuan dan Arak Terhadap Tindakan Kek 10.000.000,00 | DOS
erasan
4491 | 52 Belania Barang dan Jasa 10.000.000.00
45 Sub Bidang Koperas|, Usisha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 40.000.000,00
459 Bartuan Saisng Produks. Dstnbus den Sumasamn untuk Usaha Exonomi 4000000000 | PaK
Masyarakat'
4592 | 53, Boionja Modal £0 000.000,00
: 81.478.705.00
£1. 53.478.70500
S1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana 5347870500 | Dos
5100 | 54 Betanin Tidsk Terdugs 53.475.705,00
L3 Sub Bidang Keadaan Damrat 10.000,000,00
£200 Pensnganan Keadsan Dannst 10.000.000,00 | Dos
5200 | 54, Belanja Tidak Terougn 10.000.000,00
i3 Sub Bidang Keadaan Mendas.ak 14.000.000,00
130 Pensmganan Keadsan Mendssas 10.000.000.00 | O
2300 | 54 Belanga Tidak Terduga 14 .000.000,00
JUMLAM BELANJA 3.666.752.964 00
SURPLUS / [DEFISIT) 167.321.20600
LS PEMBIAYAAN
61 Pananmaan FPamblayaan 120678.705,00
62 Prngetsrsn Pambigysan 170.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (157.321.296,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGOARAN 0,00

EEEITEIII




KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR

KABUFATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan

Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025,

1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana teiah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerntah Penggantu Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856,



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa |Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa vang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonrsia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611},

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa,

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendinan, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan pembubaran BUMDesa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2023);



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Peraturan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menter
Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2023
Nomor 868},

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan
Usaha mihk Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD| (lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6};

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi Tata Kena Pemerintah Desa
(lembaran Dacrah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023
tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisas: Tata Kerja Pemerintah Desa
(lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 Tentang
Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak asal usul dan
Kewenangan Lokal Berskala desa (Benta Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2019 Nomor 36};

Peraturan Bupat Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaran Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);

Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Dacrah Kabupaten
Demak Tahun 2023 Nomor 43},

Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 Tentang
Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan vang didanai Dana
Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);

Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Desa tahun 2024 (Berita Daecrah Kabupaten Demak Tahun
2023 Nomor 32 |;




Menetapkan

22. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonorejo Tahun 2025;

23. Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor 140/48

Evaluasi (LHE)

Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal

Tahun 2024 Tentang Laporan Hasil

12 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Rp.

194.450.000

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 terdiri dari :
1 Pendapatan
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer

¢. Lain- lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan
2 Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang Pembangunan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

o 8 O

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja
Surplus/ ( Defisit )

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Selisih Pembiayaan (a- b))

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3.628.624.259
1.000.000
3.824.074.259

758.247.259
2.656.700.000
90.300.000
80.000.000

81.478.705
3.666.752.964
157.321.295

12.678.702
170.000.000

157.321.295
0



Pasal 2
Uraian lebih lamjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal
1 tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tak
terpisahkan dan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) vang disusun
oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan

anggaran,
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Wonorejo

Ditgtapkan di Wonorejo

p-iw 30 Desember 2024

Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIZHDESA WONOREJO

BENNY WIDIYAN'\L)RO
BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 7
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